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Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan â€œsetiap orang yang
secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan
negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan
paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu
milyar rupiah). Namun dalam putusan terdakwa di jatuhi hukuman bebas. 
Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan Hakim dalam putusan pada perkara No. 41/Pid.Sus-TPK/2015/PN BNA
dalam penjatuhan hukumannya tidak menggunakan dasar hukum yang tepat dan benar serta Hakim tidak mempertimbangkan
fakta-fakta di persidangan dan tidak memenuhi asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, dimana pada putusannya Hakim
memutus bebas terdakwa.
Penelitian ini bersifat deskriptif dan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis data yang
digunakan yakni data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi
seperti KUHP, Undang-Undang dan Putusan Pengadilan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutus bebas pelaku tindak pidana korupsi terdakwa
Muzamir Ahmad sangat tidak tepat. Hal tersebut karena Hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa
Penunutut Umum dan tidak melihat fakta-fakta yang ada didalam persidangan. Hakim menilai bahwa apa yang dilakukan oleh
terdakwa Muzamir Ahmad tidak memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan subsidair tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah
dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair, terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.
Dalam kajian aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam putusan nomor 41/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna tidak
ditemukan karena hal pertama Hakim menjatuhkan pidana bebas terhadap terdakwa, kedua karena pada terdakwa telah terbukti
secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tidak pidana, maka harusnya  dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Jaksa
Penuntut umum namun terdakwa di jatuhkan putusan bebas serta kurangnya penegakan hukum terhadap terdakwa yang telah
melakukan tindak pidana korupsi.
Majelis Hakim dalam memutuskan perkara hendaknya lebih memperhatikan fakta-fakta di persidangan sehingga dapat membuat
keputusan yang tepat sehingga tidak ada yang dirugikan akibat dari keputusan majelis Hakim tersebut.
